TAP 12 Transfer ke Daerah (TKD)

Pemprov/Pemda lokasi SKALA mengalokasikan anggaran untuk penerapan dan pemenuhan layanan dasar inklusif

Kapasitas fiskal Pemprov/Pemda lokasi SKALA meningkat (salah satunya) melalui pengelolaan TKD yang sesuai
dengan sumber dan peruntukannya

~ Pengelola TKD di Prov/Kab lokasi SKALA merencanakan pengalokasian anggaran (DAU, DAK, DBH, dan Dana Desa) sesuai dengan
sumber dan peruntukannya (penerapan dan pemenuhan layanan dasar inklusif)
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